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Assalamu'alaikum Wr Wb,

- Yth. Saudara Ketua, Wekil Ketua dan Segenap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (abupaten Lamongan ;

- Yth. Angpota Muspida.

- Hadirin ¢an Undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-
sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SW.T. Tuhan Yang
Maha Eun cizs segala limpahan Fakhmat dan hidayah-Nya, kita dapat
mengnacic ~apat Paripurna Vi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahin Sidang 2002 dalam acara Penyampaian
Nota Penjelasan ates 3 ({lga) Rancangen Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan, dengan iringan do'a semoga dalam
pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat
sesual dengan waktu yang telah ditatapkan.
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Seuuera Fimipinan dan Sidang Dewain vaiid teiticiinat.

Scoogal landasan operacional untuk menstapkan Peraturan
Doerch odzleh Pasal 69 Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999
tanfang Pemerintahan Daerah veng menvatakan hahwa * Kepala
Diarran menatapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan Dewan
Perwakiian Rakvat Daerah”. Hai ini menuniukkan bahwa Peiaksanaan
Oiunwnn Dasrali iarus lebih meianatvan peran dar fungsi Legislatif
anggaran Gias Pony n Pemonintahan Daciah.  Poran dan
Fungsi Logielatf ini eangat diporlukan mengingat Ctonomi Daerah
yang diberan oleh Pemerintah Pucat kepada Daersh Kabunaten/Kota
yang ddaszorkan atag asas decentralieast mamnymyar wiiid otonomi
yano was nvaia dan bertangaungiawap, nal ini berarti Femerintah
Ravup=ens ol mempunyai ksisiuasean  uniuk  menyelenggarakan
e e et yang encakup seinua Lidany yang secaia nyata ada
Ualh Sivsounan s6ia tumbuh, hidup dan berkemibang di daerah kecuali
Laang poliik luar negeri, pertahanan keamanan, poradilan, moneter,

bal dan anamea
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Hal lerechit  gebagai koneekuenci namhenan hak dan
wewenannan kenada Daerah damm wuud fugas dan kewajiban yang
narus dinsc o olen agrah daiem mencapai fuivan pemberian otonomi,
OmUDE Usliunalal pelayanan dan keseraligiaan inasyaiaxkal yang
SalliaRn Lo, i..i&ﬁfiﬁﬂ'lbﬂl’igﬂﬁ kehiduan deinmonias:, readilan, dan

pemeinietn, seita  pemeliharaan hubungan yang serasiantara

Damarintah Dioat on
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menfae ouluhan ivegara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudera Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat

wanoawpll nambahasan ralam Ranat Parinima Vi Dewan
~enwakisn ~akyat Daerah Kabuoaen Lamonosn Tanun Sidang 2002,
pervd Uliansenaiail Dada hari ini osrksnamentah Sava menvampaikan
Wote eaeasan winadap 3 {vua) Rancancan Peiaturan Daerah
Naoanaich | aimongan yang terdiv dari |
1. Rapaorda tontang Bantuan Keuangan kepada Parte! Politk ;

2. Ranari tantena liin Usaha Jasa ¥onshruvel

L e ¥

4 Rapncrin tentang Perubahan Xedus atae Peratiran Daerah
neahunsian Dasrah Tingkat 1 i amongan Womor 21 Tahun 1998

i 120 =soangian Kekayaan Daweian,

Sewaninia tehadap 3 (Biga) Repeida tsrsebut dapet dijelaskan

’ e byt ey ok o
sebagai sonikut

[ RARERNA TENTANG BANTHAM KEtANGAN KERANA PARTAI
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Sabwva terhontuknya Partal Peltilc peda desarnyz adalah
= nakan salah satu pencerminan hak waroa necara untuk
Soroorikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai
cengan sistemn demokrasi Negara Reoubik indonesia yang

nencanut cistem perwakilan yong dilakcanzkan melalul
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partai politik. Mengingat Partai Politk merupakan
perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam rangka
mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis,
Pemernntah Daerah periu memberikan bantuan keuangan
kepada Partai Politk

Selaniutnya herdasarkan ketentuan Pasal 4 avat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 dinyatakan

hah. o . “Besarnya bantuan keuangan dari daerah untuk
Fartal! Politik di Daerah Propinsi atau Kabupate:nvKota
dai: ««ia cara penyaluran bantuan tersobut ditelapkan
bercuosarkan  Peraturan  Daerah  masing-masing’.
Sehubungan dengan  ketentuan tersebut Eksekutif
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Dasar Hukum :

Sebagal landasan hukum materi penyusunan Raperda

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah -

1. uUndang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai

~oltik ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang

pemilihan Umum  sebagaimana telah diubah dengan

| Indang-Undang Nomoar 4 tahun 2000 |

3  Undeng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pernerintahan Daerah |

4 Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

3]
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Ranerda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini
mnal 7 CTUJUH) T Bao 10 Fasal vana inehputi
- METENTUAN UMUM
nETENTUAN PEMBE RIAN BANTUAN |
VETEMTUAN PENETAPAN JUIMLAL BANTILIAMN .
- 1 ATA CARA PENGAG LA |
FZMYERAMHAN BANTUAN .
- AniciniuAN PERALINAN |
WETEMTUAN PENUTUR,

Sooora Subtansial, Pembaerian Banluan Keuangan Kepada
~aral Poimik diberikan  kepaoa  Partal Poink  yang
meeroloh  suarg dalem  Pomilhan Umum®. Hal ind
Aoaearkan aras Pasal 3 avat (1) Peraturan Femerintah
Nemor S Tahun 2001 tentang SBantuan Mouangan Kepada
Farta Politik,

Manstapan  Jumiah  Hantuan  cinitung  etas  dasar
':.;C.'.';-r.-n'i-:r'a ;Um:ﬁh bantian stsual uu.-ngaﬁ aichas au-ggamﬂ
Menoanatan dan Belamia asrah dibagr dengan suara sah
dabam Pemin, dikalikan perolohan suara sah masing-masing
Partal Molik yang bersangkittan atay vang cirumuskan
R e e . 1 __.fl...t .
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Natam rimus tersebut y=nn Aimabenrl dencan -

A auaialr UBSAIMYa ualilua Rousiiydii oEudl dengan
alnkasl dana pads Anggaran Pendapatan don belanja
uaen ain (APBD |



Y adalah jumlah suara yang sah dalam pelaksanaan
pemilu ,

Z adalah jumlah perolshan suara sah oleh masing -
masing partai politik.

Penetapan rumus sebagaimana tersebu! diatas
mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemeriniah
Normmer 51 Tahun 2001 dimana besamya bantuan
didasarkan atas suara yang diperoleh masing-masing Parta
Peserta Pemiu dan hal ini dipandang sesuai untuk
diterapkan di Kabupaten Lamongan mengingat bantuan
tersebut bertujuan untuk membina kegiatan Partai, sehingga
bantuan tersebut perlu untuk disesuaikan dengan juinlah
peroiehzn suara dalam Pemilihan Umum.

IL. RAPERDA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. Latar Belakang.
Delam Era Pembangunan saat ini, Jasa Konstruksi

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis
mengingat Jase Konstruksi menghasilkan produk akhir yang
berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa
presarana maupun sarana yang berfungsi mendukung
perturnbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama
bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan
masvarakat adil dan makmur yang merata matenil dan spintual
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945



S audara Pimpiran dan Sidang Dewan Yang Terhormat

Cewasa Ini, Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha
yang Lcnvak diminati oleh anggota masyarakal di berbagai
fingkatan sebagaimana ieriinat dari makn besarmnya jumiah
perusihaen yang bergerak abidang Usaha Jose Konstruksi.
Narmi. . calem kenyataanya peningkatan jumlah perusahaan ini
belum dikuti dengan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin
pada kenyataan bahwa muiu produk, ketepatan waktu
pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Ma"rusla
modal dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa Konsiruksi
belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh
karena persyaraten ussha serta persyaratan keahlien dan
keterainplien belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan

useha yang profesionai.

Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran hukum
dale wenyelenggaraan pekeriaan konstruksi periu ditingkatkan,
termozi kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan
penyec s jasa dalam pemenchan kewajiban serta pemenuhan
terhadsp ketentuan yang ferkait dengan aspek keamanan,
{eselamatan, kesehatan dan lingkungan ager dapat
mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi
sebagaimana yang direncanakan.



Pade sisi lain kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti
peitine Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar
mamr'.  mendukung  farwujudnya  ketertban  dalem

penyelenggaraan pekeriaan konstruksi secara optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah telah
mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang Nomor 18
Tahun 1989 ftentang Jasa Konstruksi, serta 3 (tiga) buah
Peraturan Pemerintah sebagai dasar pelaksanaannya yaitu |
1. Persturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha

dan Feran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
2. Yerafuran Pemerintzh Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Pen;=lenggaraan Jasa Konstruksi ;

L)

Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyeienggaraan Pembinaan Jasa Konsiruks!.

Adepur tujuan diterbitkannya Undang-undang It'arrzsetuut adalah

untuk

a. memberikan arah perfumouhan dan perkembangan Jasa
Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,
andal, berdaya saing finggl, dan hesil pekerjgan konstruksi
yang berkualitas ;

b. mewujudkan terfib penvelenggaraan pekerjaaan konstruksi

vang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa

dan penyedia jasa dalem hak dan kewajiban serta

menngkatkan  kepatuhen pada ketentuan perafuran

erinaangan undangan vang berlaku ;
-
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c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bideng jasa
konstruksi.

Untuk mencapai fujuan tersebut Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah perlu unfuk menumbuhkan pemahaman dan
kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam
peningkatan dan penyelenggaraan pekeijaan konstruksi.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Pemerirtah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstrukei ditegaskan behwa “ Badan Usaha
Nasiong! yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib
meimik; izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di
tempat domisilinya”. Alas dasar hal tersebut, Eksekutif
mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupatan Lamongan Rancangan Peraturan Daerah tentang
lzin Usaha Jasa Konstruksi untuk dibahes.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhotmat,

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah
daiam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dalam
Usahe Jasa Konstruksi serta memberikan perlindungan
terhacdap pengguna jasa, mengingat dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini terdepat persyaratan yang harus dipenuhi
olen Usaha Jesa Konshuksi seperti dengan melamnirkan
identitac/Curriculum Vitae tenaga ahli yang dimiliki.



10

Hal tersebut dikardung maksud agar setiap Usaha Jasa
Konsiruksi benar-benar mampu dalam melakukan perencanaan,
pe'ak:anaan dan pengawasan secara profesional.

Dalen «esempatan yang berbahagia ini, periu disampaikan pula
bahwa ljin Usaha Jasa Konstruksi ini adaiah berlaku di seluruh
wilayah Indonesia, dengan demikian bentuk, jangka waktu dan
syarat-syarat untuk memperoleh [jin harus sesuai dengan
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor :
369/4PTS/M2001 tentang Pedoman Pemberian liin Usaha Jasa |
Konstruksi Nasional, dalam hal ini Keputusan Menteri Pemteri
Femu<nan dan Prasarana Wilayah tersebut merupaskan
meripakan acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota delam
menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

B. D2sar Hukum.

Dal==y penyusunan maiert Rancangan Peraturan Daersh

tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi, Eksekutif telah

memperhatikan daser-dasar den kaidah-kaidah yang ada seperti

landasan hukum materi yang diatur, landesan filosofis, landasan

sosiologis, maupun tata cara/materi yang diatur, antara lain |

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 fentang Jasa
Konstruksi

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah |

3. Undang-undang Nemor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan
@25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;
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4. Perawran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
e Peran Masyarakat Jasa Konstruksi |

0. Persturan Pemerinish Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Periyelenggaraan Pembangunan Jasa Konstruksi ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Relibusi Daerah |

8 Furaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
~emerintah ;

9. kevutusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Norer - 369/KPTS/m/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin
Usaha Jasa Konstruksi Nasional,

C. Substansi/lMateri :
Rancangan Peraturan Daerah  tentang Ilzin Usaha Jasa
Konsiruksi memuat 19 BAB dan 34 Pasal. Adapun secara
subtansiai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang ljin Usaha Jasa Konstruksi tersebut telah
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur daiam Pasal 24
Uncang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajek Daerah
dan Reairibusi Daerah, dimana lelah ditegaskan bahwa Peraturan
Daerah tentang Retrbusi Daerah sekurang-kurangnys harus
mergalur ketentuan mengenal .
1. llama, obyek dan subyek refribusi ;
2. golongan retribusi ,
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3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ;
Prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya

s

tarif retribusi ;

Stuktur dan besarnya fanif
'"/iiayah pemungutan ;

Tuie Cara Pemungutan |
Sanksi administrasi/pidana

© ®@ N o o

Tata Cara Penagihan ,
10. Tanggal mulai berlakunya,

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA
NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

A Latai Belakang.
Barwa sehubungan adanya pengadaan alat berat yang
berupa HYDROULIC EXCAVATOR oleh Pemerintah
Kenupaten Lamongan pada tahun Anggaran 2002, maka

delan rangka optimalisasi pemanfaatan alat berat tersebut

periu adanya Peraturan yang mengatur tentang biaya
sewa, mengingat Hydroulic Excavator yang telah dibeli oleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan fersebut selain
penggunaannya uniuk mendukung kegiatan secara rutin
pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Lamongan, juga
dapal disewa oleh perorangen atau Badan Hukum swasta

lainnya.
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Selanjutnya terhadap Pemakaian Kekayaan Daerah di
Kabupaten Lamongan, yang selama ini telah diatur dengan
Feraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun
1998 sebagaimana telah diubah Fertama kali dengan
Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2000, dimana Alat
Beral Jenis Hydroulic Excavator belum diatur/dicaniumkan
didalemnya, sehingge perlu untuk dilakukan Perubshan
untik Kedua kalinya dengan menetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Maksud dan tujuan diakukannya Perubahan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

tersebut adalah :

1. untuk  memberikan landasan hukum  terhadap
penggunaan Hydroulic Excavator apabila dimanfaatkan
untuk kepentingan perorangan/Badan Hukum Swasta ;

2. uniuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten
Lamongan, dengan memberikan kesempatan kepada
perorangan &y Badan  Hukum  untuk  dapat
menggunakan alat berat tersebut |

3. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahi (PAD).

B. Dasar Hukum.
1. Undang-undang Nomor {8 Tahun 1357 juncto Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan refribusi Daerah;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ;
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3. Subsiansi/ Materi

Rancangan Perubahan Perda tentang Pemakaian Kekayaan
Deerah ini adalah memuet 2 (dua) Pasal, yang pada intinya
hanya melakukan Penambahan pada Pasal 8 angke 10 huruf b
yaitu lomor 13 mengenai pemakaian alat berat jenis Hydroulic
Excavelor, dengan biaya sewa sebesar Rp. 125.000 -fjam. Dan
baya sewa tersebut tidak ‘armasuk biaya angkut alat berat ke
lokasi, bahan bakar dan biaya operator/pengemudi.

Adapun Penetapan tarip sebesar Rp. 125.000,-/Jam tersebut
adalah dihitung untuk menutup biaya operasional, penyusutan
dan baya perawatan peralatan dan hal ini masih berada
dibaweh biaya sewa pada umumnya yang berlaku di Kabupaten
Lamongan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian seluruh Nota Penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan
Peraturan Daersh Kabupaten Lamongan yang dapat saya sampaikan
pada Repet Paripurna VI DPRD Kabupaten Lamongan, dengan teriring
harapar midah-mudahan dalam waktu yang tidak teriaiu lama
Raperda (ersebut akan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingge dapat disahkan
menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan
operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
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Akhimya marilah kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk
kehadirat Allah SWT, semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin
dalam mengabdi kepada bangsa dan negara khususnya di Kabupaten
Lamongan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Iam_m Wtwr 2002
77 "BUPAT! LAMONGAN
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